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Abstrak
 

Penolakan tindakan medis pada dasarnya adalah hak asasi seseorang untuk menentukan apa yang hendak

dilakukan terhadap dirinya sendiri. Penolakan tindakan medis sama pentingnya dengan persetujuan tindakan

medis, namun belum banyak orang yang memahaminya karena hanya terfokus pada persetujuan tindakan

medis saja. Skripsi ini meneliti mengenai pengaturan penolakan tindakan medis, tanggung jawab hukum

dokter dan rumah sakit terhadap pasien jika terdapat penolakan tindakan medis di rumah sakit serta

pengaturan dan tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terkait penolakan tindakan medis di Rumah

Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum

positif yaitu UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 dan PERMENKES

No. 290 Tahun 2008. Di RSCM, ketentuan penolakan tindakan medis mengacu pada hukum positif tersebut

dan diatur pula dalam peraturan internal yaitu Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK

02.04/XI.3/0015/2017 dan petunjuk pelaksanaan atas peraturan internal tersebut yaitu KEPDIRUT RSCM

Nomor HK 02.04/XI.3/20341/2015 dan Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No.

Dokumen 55/TU.K/79/2012. Tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien yang

melakukan penolakan tindakan medis gugur sepanjang pasien tersebut sebelumnya sudah sepenuhnya

memahami penjelasan dokter mengenai tindakan medis tersebut.

Di akhir penelitian ini, penulis menyarankan bahwa pemerintah perlu menetapkan batas usia dewasa bagi

pasien yang dapat melakukan penolakan tindakan medis yaitu 18 tahun ke atas dan penolakan tindakan

medis seharusnya juga dapat dilakukan dengan advance care directive, RSCM perlu mengganti penggunaan

frasa ldquo;tingkat keberhasilan tindakan kedokteran supaya tidak bertentangan dengan makna perjanjian

terapeutik, serta Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK sebaiknya lebih sering melaksanakan

seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan untuk membuat para dokter lebih memahami substansi

Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Kesehatan. Selain itu, dokter

juga sebaiknya selalu berusaha untuk memperbaharui ilmu pengetahuan yang dimilikinya yakni dengan cara

rajin mengikuti seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan yang dibuat oleh MKEK tersebut.

......Informed refusal in fact is human rights of someone to determine what will be done to themselves.

Informed refusal is as important as informed consent, nonetheless not a lot of people really understand about

such concept because they only focus to informed consent. This thesis examines the regulation of informed

refusal, legal responsibility of the doctor and the hospital if there are some informed refusals that are done in

the hospital and the regulation and legal responsibility of the doctor and the hospital related to informed

refusal in Cipto Mangunkusumo Hospital RSCM .
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The research method is normative juridical which is based on the positive norms which are UU No. 36

Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 and PERMENKES No. 290 Tahun 2008. In

RSCM, informed refusal is based on those positive norms and is also regulated in the internal regulation

which is Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 0015 2017 and the

operational guidelines of the internal regulation which are KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 20341

2015 and Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No. Dokumen 55 TU.K 79 2012.

The doctor and the hospital will no longer be legally responsible of the patient who has done an informed

refusal, as long as earlier the patient has understood very well the informed of the medical treatment.

By the end of this research, the writer suggests that the government should regulate that the legal age of a

patient who will do an informed refusal is 18 years old and informed refusal should also be able to be done

by advance care directive, RSCM needs to change the use of the phrase 'the successful rate of the medical

treatment' so it won rsquo t be against the definition of Therapeutic Contract, and Honorary Council of

Medical Ethics MKEK should hold a seminar, simposium, training or counseling session more often to

make the doctors more aware of the substance of Code of Ethics and the regulations of Health Law. Besides,

the doctors should also make effort to update their knowledges by attending some seminars, symposiums,

trainings or counseling sessions held by MKEK.


